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PANDEMI Covid-19 berdampak nyata
pada risiko tinggi krisis pangan untuk
kelompok rentan seperti masyarakat
miskin. Terpuruknya ekonomi akibat pan-
demi, menyebabkan puluhan juta orang
masuk ke dalam taraf kemiskinan yang
lebih dalam dan mengalami ketidaka-
manan pangan. Hasil survei tentang Food
Insecurerity dari SMERU di masa pandemi
pada Oktober/November 2020 menun-
jukkan peningkatan persentase proporsi
rumahtangga yang terlihat mengalami
moderate/severe food insecurity dibanding
tahun 2019.

Perwujudan ketahanan pangan tidak ha-
nya berorientasi pada upaya penyediaan
pangan dalam jumlah yang cukup bagi se-
tiap individu, namun juga harus disertai
upaya untuk meningkatkan efektivitas pe-
manfaatan pangan bagi terciptanya status
gizi yang baik bagi setiap individu. Hal ini
sesuai definisi FAO tentang food and nutri-

tion security pada tahun 2012. 
Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun

2012, Kedaulatan negara dan bangsa da-
lam menentukan kebijakan dan sistem pa-
ngan dilakukan untuk menjamin ter-
penuhinya hak atas pangan bagi rakyat de-
ngan mengutamakan potensi sumber daya
lokal. Pada aspek kemandirian pangan,
mengutamakan produksi pangan yang be-
raneka ragam dari dalam negeri menjadi
landasan untuk menjamin pemenuhan pa-
ngan hingga ke individu dengan meman-
faatkan potensi dan kearifan lokal secara
bermartabat. 

Konsumsi yang sering menjadi masalah
selama ini adalah bahan pangan pokok
yang bersumber pada beras. Konsumsi di
beberapa wilayah di Indonesia yang
tadinya berbahan pokok seperti sagu, ja-
gung, ketela, ubi hampir semua beralih ke
beras, sehingga ketika berbicara masalah
pangan selalu terpaku hanya pada masa-
lah beras. Fenomena ini menyebabkan ke-
bijakan-kebijakan yang diambil pemerin-

tah cenderung berkutat seputar beras.
Kemandirian pangan Indonesia masih

rawan, terutama jika dilihat dari komoditas
tanaman pangan selain beras. Namun
demikian potensi sumberdaya alam dan
sumberdaya manusia Indonesia diyakini
dapat digerakkan dalam upaya pencapaian
kemandirian pangan. Sembilan jenis ta-
naman pangan lokal selain beras yang ter-
dapat di Indonesia antara lain kentang, ubi
jalar, talas, jagung, singkong, sukun, garut
atau ararut, sorgum, kacang tanah. 

Potensi Bahan Pangan Selain Beras

Keberadaan hasil olahan dari tanaman
pangan tak bisa diabaikan untuk konsumsi
masyarakat sehari-hari. Oleh karenanya,
demi menjaga ketahanan pangan diper-
lukan kemandirian pangan dengan konsep
memaksimalkan fungsi lahan pekarangan.
Tujuannya tidak lain adalah untuk
memenuhi kebutuhan perorangan dengan
memanfaatkan sumber daya yang ada dan
kearifan lokal. Budidaya tanaman pa-
ngan di rumah tangga sebagai solusi
dalam menjaga ketahanan pangan
bukan saja tentang kecukupan bahan
pangan, namun juga menyangkut ke-
mampuan memproduksi sendiri ba-
han pangan dengan memanfaatkan
sumberdaya lokal. Di lain sisi, peka-
rangan nantinya dapat menjadi sum-
ber pangan dan gizi keluarga dalam
pemenuhan kebutuhan karbohidrat,
protein, vitamin dan mineralnya.

Lahan pekarangan atau lahan sem-
pit di sekitar rumah dapat ditanami
tanaman pangan, seperti kentang, ubi
jalar, maupun talas (konsep urban
farming). Dengan pemanfaatan
pekarangan ini, maka kebutuhan
rumah tangga dapat dicukupi tanpa
harus pergi ke pasar atau tempat
keramaian sebagaimana anjuran pe-

merintah untuk di rumah saja demi
menghindari penularan COVID-19.
Namun, pemanfaatan lahan pekarangan
ini dengan tanaman pangan memerlukan
partisipasi aktif semua kalangan  masyara-
kat.

Beberapa penelitian mengenai Urban
Farming menunjukkan persepsi masyara-
kat dalam program urban farming di
Indonesia cukup baik di mana masyarakat
mengetahui mengenai jenis dan manfaat
dari program urban farming, namun par-
tisipasinya dalam program urban farming
belum mencapai maksimal, di mana tidak
semua masyarakat ikut terlibat. Kondisi ini
memerlukan reorientasi bahan pangan, di
mana pemerintah hadir mendampingi pe-
manfaatan lahan seperti kampanye bahan
pangan pokok lokal selain beras dan pela-
tihan olahan kreatif bahan pangan lokal se-
lain beras.  ❑

*) Diana  Andriyani Pratamawati

SSos. Staf Pusat Penelitian dan

Pengabdian Masyarakat Poltekkes

Kemenkes Yogyakarta.

Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Diana Andriyani Pratamawati

PPKM DIY naik ke level 4, tegakkan
Perda Covid-19.

-- Dilema karena tidak ada

penyekatan perbatasan.

***

Ketua MPR dorong pemerintah inter-
vensi kendalikan harga pangan.

-- Ungkap pula spekulan yang ka-

caukan harga.

***

Pemerintah siapkan transisi dari pande-
mi ke endemi.

-- Termasuk menyiapkan masyara-

katnya.

Reorientasi Bahan Pangan,  Jaga Gizi Masa Pandemi

SETIAP ide yang bertujuan menemu-
kan cara terbaik agar ada proses penghay-
atan dan pengamalan nilai-nilai Panca-
sila, tentu patut disambut baik dan bijak.
Pada masa Pemerintahan Orde Baru, upa-
ya serupa diselenggarakan melalui kebi-
jakan yang dikenal dengan P4 (Pedoman
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila),
melalui metode penataraan, yang dise-
lenggarakan secara massif dan terpusat.
Waktu telah mencatat, program tersebut
pada akhirnya justru menimbulkan
arus balik. Hal itu dapat dikatakan dise-
babkan oleh kecenderungan di mana
ideologi Pancasila digunakan oleh pe-
nguasa untuk mengendalikan sikap kri-
tis, di mana setiap pandangan yang
berbeda, dengan mudah mendapat cap
anti Pembangunan dan berarti anti
Pancasila. 

Hadirnya Perda Pendidikan
Pancasila dan Wawasan Kebangsaan,
yang telah dibuat DPRD DIY beberapa
waktu lalu, dapat dikatakan meru-
pakan terobosan yang diharapkan da-
pat melahirkan model pendidikan, yang
tidak bersifat indokrinasi dan memak-
sa, melainkan model yang sunguh-sung-
guh mendasarkan diri pada nilai-nilai
kearifan lokal, terutama kearifan yang
diwariskan oleh Sri Sultan Hamengku
Buwono IX ketika mengambil keputus-
an bersejarah, yakni menggabungkan
wilayah kerajaan ke dalam republik pada
5 September 1945. Kearifan yang mele-
takkan kekuasaan sepenuhnya untuk ke-
pentingan rakyat (tahta untuk rakyat).

Artinya, langkah yang disebut dengan
‚Äúmenanamkan nilai-nilai Pancasila
kepada masyarakat dan aparatur sipil ne-
gara‚Äù, merupakan program yang me-
ngenai siapa saja, tanpa terkecuali, dan
diselenggarakan dengan pendekatan
edukasi yang berkearifan lokal, bukan dis-
elenggarakan dengan pendekatan yuridis
formal dan pendekatan kekuasaan. Kon-
sep menanam, tidak perlu dimaknai se-
cara sempit, yakni kegiatan yang bersifat
satu arah, indoktrinasi, melainkan kegiat-
an yang bersifat multiarah dan dialogis.

Secara demikian, kegiatan tidak hanya
bersifat ‚Äúuntuk yang di bawah‚Äù

melainkan juga ‚Äúuntuk yang di atas‚Äù.
Ke bawah artinya untuk mencapai
keadaan ideal, seperti yang dirumuskan
dalam tujuan, yakni terciptanya persatu-
an dan kesatuan bangsa Indonesia dan
terwujudnya kerukunan dan ketentera-
man masyarakat. Ke atas, artinya Pen-
didikan Pancasila dan Wawasan Kebang-
saan, akan mampu membuat tercapainya

tujuan Pengaturan Keistimewaan DIY,
yakni: a. mewujudkan pemerintahan yang
demokratis; b. mewujudkan kesejahteraan
dan ketenteraman masyarakat; c. mewu-
judkan tata pemerintahan dan tatanan
sosial yang menjamin ke-bhinneka-tung-
gal-ika-an dalam kerangka Negara Ke-
satuan Republik Indonesia; d. mencip-
takan pemerintahan yang baik; dan e.
melembagakan peran dan tanggung jawab
Kasultanan dan Kadipaten dalam menja-
ga dan mengembangkan budaya Yogya-
karta yang merupakan warisan budaya
bangsa. 

Ukuran keberhasilan penyelengaraan
Pendidikan Pancasila dan Wawasan
Kebangsaan, sebagaimana maksud dari
Perda, dapat disederhanakan menjadi:
Pertama, kehidupan masyarakat yang
guyup rukun, penuh tepa selira, saling

menghormati satu sama lain, saling to-
long-menolong dan mampu menyele-
saikan setiap masalah yang berkembang
dengan dialog, musyawarah yang penuh
dengan kemanusiaan yang adil dan be-
radab. Kedua, Pemerintahan DIY akan
menjadi teladan di tingkat nasional,
bukan karena telah melahirkan Perda
Pendidikan dan Wawasan Kebangsaan,
tetapi telah mewujudkan maksud Perda,
dalam bentuk perilaku pemerintahan

yang sepenuhnya mencerminkan
Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
Kemiskinan, kesenjangan sosial, dan
berbagai masalah yang ada seperti
stunting, atau gizi buruk, KKN (Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme, yang merupakan
agenda reformasi), anak-anak putus
sekolah karena masalah ekonomi, dan
masalah-masalah lainnya, akan menjadi
masa lalu, karena tidak akan ditemukan
lagi di masa depan. Hal tersebut di-
mungkinkan karena para pejabat publik
menghayati dan mengamalkan Panca-
sila, bukan hanya dalam kehidupan pri-
badinya, melainkan dalam menyeleng-
garakan kekuasaan pemerintahan dae-
rah. Semangat kebangsaan yang diperli-
hatkan pemerintahan daerah sehingga
mampu melahirkan Perda Pendidikan
Pancasila dan Wawasan Kebangsaan,
dapat menjadi modal penting untuk

melakukan transformasi daerah, sehingga
mampu menjadi daerah yang mewujud-
kan nilai-nilai Pancasila.  ❑

*) Dr Khamim Zarkasih Putro, staf

pengajar pada UIN Sunan Kalijaga,

Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta, dan

ICMI Orda Yogyakarta.

Khamim Zarkasih Putro Ironi Status PPKM di DIY
PEMERINTAH menaikkan

status Pemberlakuan Pemba-

tasan Kegiatan Masyarakat

(PPKM) di DIY dari level 3 ke

level 4. Tentu ini menjadi ironi

di tengah tren menurunnya

kasus Covid-19 secara nasio-

nal. Bahkan pemerintah telah

mencabut aturan yang mewa-

jibkan tes PCR maupun anti-

gen bagi pelaku perjalanan

domestik, baik laut, udara

maupun darat bagi mereka

yang telah divaksin dua serta

booster.

Lantas, apa makna ke-

naikan status PPKM menjadi

level 4 bagi DIY ? Pertanyaan

ini penting diajukan meng-

ingat Pemda DIY tidak bisa

melakukan penyekatan di per-

batasan, karena dinilai tidak

efektif. Konsekuensinya, DIY

akan tetap diserbu wisatawan

dari berbagai daerah. Bisa

dibayangkan, mereka datang

ke DIY tanpa melalui tes PCR

maupun antigen, bila telah

mendapatkan vaksinasi 2

maupun booster. Padahal,

mereka yang telah divaksin

masih potensial terpapar dan

menyebarkan Covid-19.

Inilah yang harus diwas-

padai, seiring dengan ter-

bukanya pendatang dari luar

DIY. Pemda DIY pun tak

mungkin menolak kedatan-

gan mereka, apalagi Peme-

rintah sedang menggerakkan

program ekonomi rakyat dan

pariwisata. Barangkali inilah

dilema yang harus kita hadapi

pada masa penerapan PPKM

level 4 ini. Di satu sisi, pemba-

tasan dilakukan melalui pem-

berlakuan Perda Covid-19,

tapi di sisi lain kita membuka

pintu seluas-luasnya bagi

pendatang untuk masuk DIY

tanpa melalui tes PCR

maupun antigen.

Jika demikian, maka kunci

pengendalian Covid-19 hanya

satu yakni penegakan prokes.

Agar penegakan prokes ini

efektif, maka harus melalui

mekanisme penjatuhan sank-

si bagi mereka yang melang-

gar. Bersyukur kita telah me-

miliki Perda tentang pencega-

han Covid-19 yang menjadi

payung hukum bagi aparat

untuk menjatuhkan sanksi ba-

gi pelanggar, baik berupa te-

guran lisan, tertulis, kerja

sosial, hingga denda adminis-

tratif. Pengenaan sanksi ini

diperlukan agar aturan ber-

jalan efektif dan tidak bisa

orang seenaknya melanggar

prokes.

Kalau kita mau jujur, pelang-

garan prokes sebenarnya ter-

jadi di mana-mana, bukan ha-

nya di DIY. Sangat banyak

orang yang abai memakai

masker, bahkan kita sering

menyaksikan orang berkeru-

mun tanpa mengenakan mas-

ker. Inilah yang sebenarnya

harus ditertibkan. Artinya,

kalau kita membuka pintu per-

batasan untuk pendatang,

konsekuensinya mereka

harus disiplin menerapkan

prokes, bahkan kalau perlu

dengan paksaan mengingat

kita sudah memiliki Perda

pencegahan Covid-19 seba-

gai dasar harus melakukan

penindakan.

Kita berharap status PPKM

level 4 yang berlaku hingga

14 Maret 2022 bisa segera tu-

run dan DIY tidak masuk lagi

dalam 5 besar penyumbang

kasus Covid-19 di Indonesia.

Selanjutnya, kita bisa mele-

wati masa transisi dari pande-

mi menuju endemi seba-

gaimana yang diharapkan pe-

merintah dan masyarakat. Pe-

rcepatan dan perluasan vaksi-

nasi harus terus dijalankan

agar herd immunity terwujud

dan kita akan benar-benar

memasuki kehidupan baru

atau sering dikenal dengan is-

tilah new normal.  ❑

Persyaratan Menulis
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Sepakbola Boleh Dengan Penonton

Introspeksi DIY Masuk Level 4

AKHIRNYA setelah hampir 2

tahun sepakbola kitya tanpa

penonton, kini diperbolehkan ada

penontonnya. Saya berharap

akan menambah greget sepakbo-

la tanah air yang akhir-akhir ini

lesu. Namun fans sepakbola di

Yogya mudah-mudahan mampu

menjadikan introspeksi untuk

tetap rukun, saling menjaga.

Sepakbola itu kalau tidak kalah

yang menang. Tidak perlu mer-

aung-raungkan kenalpot sepeda

motor jika tim nya kalah. Kita tetap

jaga Yogya aghar menjadi kota

yang tenang sebagai contoh kota

yang sportif. Jangan membuat

masyarakat tidak nyaman.

Tunjukkan sebagai suporter

berbudaya.  ❑

Ny Emi S, Tukangan,

Yogyakarta

DIY termasuk yang 4 kabupa-

ten dan kotanya masuk level 4.

Artinya, dianggap ÔbandelÕ tidak tu-

run-turun. Sementara banyak

provinsi lainnya sudah menun-

jukkan gejala penurunan yang ter-

papar Covid-19. Saya tidak tahu

apakah nanti pelonggaran PPKM,

akan berlaku bagi DIY? Sungguh

memprihatinkan. Karena itu ayuk

kita mengajak diri sendiri dan ling-

kungan terdekat kita untuk taat pa-

da protokol Kesehatan. Jangan

terjebak euforia seolah-olah Co-

vid-19 sudah musnah. Jika melay-

at atau menghadiri resepsi

apapun, tetap jaga jarak dan di-

manapun tetap pakai masker.  ❑

*) Nugroho, Seturan,

Caturtunggal, Depak, Sleman.


